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PENUNJUKAN PEJABAT PENGEL

Daerah (PPKD) <elaku Bendahara Umuim
Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2020;

Pengelola Keuangal

Undang-Undang Nomor 9 Tahu
Provinsi Bengkulu (
Tahun 1967 Nomor 19,
Indonesia Nomor 2828);

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Lebong. dan Kabupaten

Undang-Undang

Perbendaharaan Ne
Tahun 2004 Nomor
Indonesia Nomor 43595);

gara (Lembaran Negara
5, Tambahan Lembaran Negara Republik

abupaten Lebong Provinsi Bengkulu

Jalan Raya Muar -
. (0738) 21003 Fax. (0738) 21003 Website : www.lebongkab.go.id

Nomor 1 Tahun 2004 tentang
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Un(lung-Undﬂng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusatl dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4438);

ahun 2011 tentang Pcmbcntukgn
n (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran N'cgara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan  Peraturan -
(Lembaran Negara Republik (ndonesia Tahun 2020 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 12T
Peraturan Perundang-Undanga

Undang-Undang Nomor n3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
ndonesia Tahun 2014

Dacrah (Lembaran Negara Republik 1 | |
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
] berapa kali terakhir

tentang Pemerintahan
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam

Republik Indonesia Nomor 5679);

hahan Lembaran Negara

70 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran

Negara Republik indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 295 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangarn Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daeral';
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693,);

Peraturgn Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan
Pemba.glan Urusan Pemerintahan Antara Pemerint hg
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daera 1'1
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indone;a

Tahun 2007 Nomor 82, Tambah .
[Indonesia Nomor 4737); ahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 7
| ' 1 Tahun 2010 tentan
Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara gRi§§§?£

Indonesia Tahun 2010 N
omor 123
Negara Republik Indonesia Nomor 516:'5)..’I‘ambahm1 Lembaran
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Peraturan  Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2916 (tjentasr}lg
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In Noneara
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran H¢E

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Rteenéagﬁ
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara D]:I)e s
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran NeEg
Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13h Tiggnairig?z
tentang Pedoman Pengelolaan I{eugngan Daerah, S ngMenteri
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perat};rian oy
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 t_entang Peru ’? i
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 al u e
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita INEg

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tak}un 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagalmana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2019 Nomor 5);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tah
un
Susunan Organisasi S Tk

dan Tata Ker;
Kabupaten Lebong; Ja  Perangkat Daerah

Penjabaran Anggar
Anggaran 2020




" Menetapkan

KEUANGAN DAERAH (PPKD) SELAKU BENDAHARA
RAH (BUD) KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN

SRSy Menunjuk nama berikut:
Nama . ERIK ROSADI, S.STP, M.Si
Nip . 19830529 200112 1 004
Pangkat/ Golongan . Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan - Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Lebong.

Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran 2020.

KEDUA . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum

Daerah berwenang:
menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

mengesahkan DPA/ DPPA-SKPD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran Kas Daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

o. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama pemerintah daerah;
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h. melaksanakan Sistem Akuntansi dan pelaporan Kkeuangan
daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melaksanakan kebnakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan Barang Milik Daerah.

KETIGA . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan
| | tugasn
_,f--"-‘) Bupati melalui Sekretaris Daerah. iasnys kepada
KEEMPAT : Sfegala blaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini

dan B |
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 ISR PR



KELIMA

atl

Sfampal dengaﬁ éim mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020

dikemudian ha Desember 2020 dengan ketentuan apabila

diperbail ri terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
AIKI sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubel
pada tanggal 6 Januari 2020

7 BUPATI LEBONG,

SJONSYAH

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong.

2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong
3. Sdr. Kepala PT. Bank Bengkulu Cabang Muara Aman..

4. Yang Bersangkutan.
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| PENERI) 'THH !‘(ABUPNEN LEBONG




